Menimbang

Mengingat

FRRNs

COTTIES

WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900/KEP.252-BPKAD/V /2021

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

WALI KOTA BEKASI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran huruf D

angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah mengusulkan pejabat
di lingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan
Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara
Umum Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;

bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara
Umum  Daerah  mengusulkan Kepala Bidang
Perbendaharaan untuk ditetapkan sebagai Kuasa
Bendahara Umum Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali
Kota tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri
E);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D)
sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021
Nomor 4 Seri D).

Berita Acara Rapat Pembahasan Nomor
900/BA.597/BPKAD, tanggal 29 April 2021 tentang

Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kuasa
Bendahara Umum Daerah.




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh
bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang telah
ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;
menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) atas beban APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama
pemerintah Kota Bekasi;

j- melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

k. melakukan penagihan piutang daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan
menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun
Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam
mengelola piutang;

c. menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih atas investasi,

d. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan

penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dalam hal Kuasa BUD sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU berhalangan tetap/sementara, maka Pejabat
Pelaksana Tugas/Pejabat Pelaksana Harian memiliki tugas,
fungsi dan kewenangan yang sama selaku Kuasa BUD.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
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Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku,
Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 900/Kep.233-
BPKAD/VI/2011 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara
Umum Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan serta akan diadakan perubahan
apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal \\ Mev 202\

WALI KOTA BEKASI,
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RAHMAT EFFENDI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi,

Wakil Wali Kota Bekasi;

Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

Inspektur Daerah Kota Bekasi;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi,
Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kota Bekasi.




